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PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERZINAHAN DI KELURAHAN KOTO LALANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN 

KOTA PADANG 

(Rizki Kumala Jati, 1710112157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum 

Pidana (PK IV), 61 halaman - Tahun 2021) 

ABSTRAK 

Tindak pidana perzinahan pada umumnya diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Namun di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang akibat maraknya terjadinya tindak 

pidana perzinahan mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana yang 

berpedoman kepada Undang Nan Duo Puluah Adat Minangkabau untuk menyelesaikan kasus perzinahan 

tersebut. Akan tetapi pidana adat yang berlaku terkait kasus perzinahan hanya diberlakukan untuk orang luar 

yang melakukan tindak pidana perzinaha di Kelurahan Koto Lalang dan sedangkan untuk warga setempat 

tidaklah diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah a) Apakah bentuk sanksi pidana adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di 

Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, b) Bagaimanakah tahapan musyawarah adat 

dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota 

Padang, dan c) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di 

Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

metode yuridis empiris/sosilogis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

diperoleh hasil yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana 

perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu permintaan maaf dan 

nikahkan, membayar denda dan ganti kerugian, dan diusir keluar dari kampung. 2) Tahapan musyawarah adat 

dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk 

Kilangan Kota Padang, yaitu diselesaikan secara Bajanjang Naiak, Batanggo Turun, dilaksanakan secara 

terstruktur dari yang terendah hingga yang tertinggi. 3) Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak 

pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu kerap terjadi 

perbedaan perlakuan dalam hal pemberian sanksi pidana adat antara masyarakat setempat dan orang luar. 

Sanksi pidana adat ini diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) yang dilaksanakan di Kerapatan Adat 

Nagari (KAN). 
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